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KATA PENGANTAR

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan peyelenggaraan pemerintah yang baik adalah

membuka informasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik.

Semakin terbuka pelayanan pemerintahan maka semakin dapat dipertanggungjawabkan

secara moral. Oleh karena itu Pejabat Pengelola lnformasidan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung akan terus berusaha meningkatkan layanan
\

informasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

Penyusunan Laporan Tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan

akuntabilitas PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2020.

Dengan tersusunnya Laporan Tahunan Layanan lnformasi Publik PPID Pembantu Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada

seluruh pihak.

Bandar Lampung, Februari 2021

Ketua PPID Pembantu
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PENDAHULUAN

A. IATAR BEI.AKANG

Pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar

sesuai hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan

atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang

terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah lemhaga

dan petugas pelayanan publik baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik

Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik. Penerima Layanan Publik adalah

perseorangan atau sekelompok orang dan atau badan hukum yang memiliki hak dan

kewajiban terhadap suatu pelayanan publik. Sedangkan menurut keputusan menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomcr: Kep/2SM.PanlZlZAA4 Tentang Pedoman

Umum Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat Urtit Pelayanan lnstansi Pemerintah.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan eleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Masyarakat yang merupakan pelanggan dari pelayanan publik, juga

rnemiliki kehutuhan dan harapan pada kinerja penyelenggara pelayanan publik yang

professional. Sehingga yang sekarang menjadi tugas Pemerintah Pusat maupun

Pemerintahan Daerah adalah bagaimana rnemberikan pelayanan publik yang mampu

mernuaskan mesyarakat. Adanya implernentasi kebij+kan desentralisasi dan Otpnom!

Daerah di tndonesia yang tertuang dalam UU tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa Pemerintah mempunyai tanggung jawab, kewenangan dan

menentukan standar pelayanan minimal, hal ini mengakibatkan setiap Daerah

{Kota/Kabupaten) di tndonesia harus melakukan pelayanan publik yang sebaik-bBiknya

dengan standar minimal. Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja

Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kiner.la

perfterintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas

layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam



membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan

akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor I 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan lnformasi

Publik, Badan Pendapatan Provinsi Lampung sebagai salah satu Pejabat Pengelola

lnformasi dan Dokumentasi ( PPID ) Pembantu Provinsi Lampung pada tahun 2020

membuka akses informasi publik yang berkaitan dengan TUPOKSI dan program-

program kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung kepada masyarakat luas

dengan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Penetapan PPID

ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan

bersih.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyampaikan informasi kepada publik guna mendorong pencapaian

kemanfaatan dari program-program pembangunan sektor pendapatan melalui

penciptaan keterlibatan dan peran serta masyarakat secara luas.

2. Terciptanya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang lengkap, akurat dan

faktual dalam rangka mewujudkan layanan publik yang berdayaguna dan

berhasilguna.

3. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efesien,

akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencegah praktek-praktek

korupsi, kolusi dan nepotisme.



GAMBARAN UMUM

PPID PEMBANTU BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI IAMPUNG

Sesuai dengan Surat Keputusan Kapala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

nomor : 800 / A26A / V1.03 / At / 20Lg Tanggal 06 September 2019 tentang Pejabat

Pengelola lnformasi dan Dokumentasi ( PPID) Pembantu Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Lampung memilikitugas :

L. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

2. Membantu PPID Utama Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan

kewenangannya.

3. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk

kebutuhan organisasi unit kerja.

4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapatltidaknya diakses oleh

Publik.

5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Lampung dalam

pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

A. DASAR HUKUM PEIAKSANAAN

1. Undang-undang nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik.

2. Undang-undang nomor : 28 tahun 2009 tentang Pelayana Publik

3. Peraturan Pemerintah nomor : 51 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

undang nomor : L4 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik.

4. Peraturan Komisi lnformasi : 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian

Sengketa lnformasi Publik.

5, Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor : 15 tahun 2013 tentang Pelayanan

lnformasi Publik.

6. Surat Keputusan Kepala tsadan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung nomor :

800 / 0260 I V1.03 / 0L I ZA19 Tanggal 06 September 2019 tentang Pejabat



c.

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan

Pendapatan Daerah Provinsi LampungTahun 2019.

B. MAKLUMAT PETAYANAN INFORMASI PUBLIK

Maklumat pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Lampung :

"INARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSILAMPUNG MENYATAKAN :

Siop memberikan peloyanon informosi publik yong berkuolitas, cepat, mudah dan

okurat"

SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, pada

tahun 2020 PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung senantiasa

berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar

layanan informasi publik seperti melakukan inventarisasi dan pengumpulan jenis-

jenis informasi, pembenahan sarana dan prasarana informasi publik.

Adapun sarana dan prasarana layanan informasi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

t. PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung saat ini belum

memiliki ruangan khusus dalam rangka pelayanan informasi publik.

2. Media yang dipergunakan saat ini dalam penyampaian pelayanan informasi

publik antara lain lnstagram, Facebook, WhatsApp Group, Telephone, Media

cetak ( banner/spanduk/pengum u man/surat edaran ) yang pengelolaannya masi h

pada bidang-bidang teknisnya.

SUMBER DAYA MANUSIA

Susunan Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

Atasan PPID : Kepala Badan pendapatan Daerah provinsi Lampung

Ketua PPID Pembantu : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

sekretrais : Kepala Bidang pengembangan lnformasi pendapatan



Bidang Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi:

Koordinator

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Kepala Sub Bidang Data dan lnformasi

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Staf Sub Bidang Data dan lnformasi

Staf Bidang Pajak I

Staf Bagian Umum dan Kepegawaian

e.

b.

c.

d.

e.

Struktur Organisasi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

E. PROSEDUR MEKANISME PETAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam proses tindak lanjut pelaksanaan pelayanan terhadap permohonan informasi

dan dokumentasi pada PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

tahun 2020 dilakukan lanhsung oleh Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi lnformasi

sekaligus sebagai bidang pelaksana teknis lingkup Badan Pendapatan Daerah Provinsi

Lampung.

KEPAIA BADAN

Selaku Atasan Langsung PPID

SEKRETARIS BADAN

Selaku Ketua PPID Pembantu

SEKRETARIS PPID

Pembantu

BlDANG PELAYANAN

INFORMASIDAN

DOKUMENTASI

BIDANG PENGELOHAN DATA

DAN KIARIFIKASI INFORMASI



Standar Oprasional Prosedur Pelayanan lnformasi Publik pada PPID Pemhantu Badan

Fendapatan Baerah Provinsi Lampung.

1

No Kegiatan

Pelaksanaan

Sldang
Pelayanan

lnformasidan
Dokumentasi

Ketua PPID

Pembantu
Bidang

Pengolahap Data
dan Klarifikasi

1 Penerimaan informasi
melalui Desk Layanan

Bidane Pelayanan
lnformasidan
Dokumentasi

2 Permohonan dilaporkan
kepada Ketua PPID.

-[:]-

3 Mengintruksikan untuk
dianalisa dan dipersiapkan
infermasiyang dimohon

4 Menginformasikan kepada
Desk Layanan untuk
proses lebih lanjut terkait
permintaan informasi

5 Menghubungiatau
memberitahu Pemohon
terkait permohonan
informasi

6 Prcses tindak lanjut
permohonan inforrnasi
oleh bidang teknis terkait

7 Laporan kepada Ketua
PPID atas prose$ tindak
lanjut informasi yang
diminta. {::*

I Layanan selesai dan
pengarsipan *r



Mekanisme pelayanan informasi dan dohumentasi adalah sebagai berikut :

Pemohon mengisi formulir permintaan inforrnasi dengan melampirkan fotocopy

KTP.

Petugas/operator desk layanan memberikan tanda bukti penerimaan informasi

public kepada pemohon.

Koordinator Bidang Pelayanan lnformasidan Dokumentasi melaporkan atas adanya

permintaan informasi kepada Ketua PPID Pembantu.

Ketua PPID menginstruksikan Loordinator Bidang Pengolahan Data dan Klaarifikasi

lnformasi untuk memproses permintaan informasi

Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi lnformasi melalui bidang teknis memproses

permohonan informasi

Petugas pelaksana pelayanan permohonan atas informasi membuat tanda bukti

penyerahan informasi kepada pemohon

Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klarifikasi lnformasi melaporkan kepada

ketua PPID ats tindak lanjut proses pelayanan terhadap permohonan informasi.

Pengarsipan hasil pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada desk

layaan Bidang Pelayanan lnfromasi dan Dokumetasi.

F. WAKTU PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu pelayanan informasi puhlik dan dokumentasi pada PPID Pembantu Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dilaksanakan setiap pada hari kerja,

dari pukul0T;30 WIB s/d L5:30 WIB.

G. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN INFORMASI

Waktu penyelesaian untuk memenuhi atas permohona informasi dan dokumentasi

paling lama L0 (sepuluh ) hari kerja setelah pemohon tersebut memenuhi persyaratan

yang telah ditentukan. Dimana kepada pemohon diberikan keterangan atau informasi

sementara bahwa informasi dan dokumentasi yang dimohon adalah merupakan

kewenangan atau dibawah penguasaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Penyerahan informasi atau dokumentasi kepada pemohon dapat dilakukan melalui

online, telephone, jasa pengiriman atau langsung.

L.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

I
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H. BIAYA PEI.AYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung memberikan layanan
gratis terhadap permohonan informasi publik (tidak dipungut biaya).

I. IAPORAN OPRASIONAT PEIAKSANAAN INFORMASI PUELIK

Pelaporan atas pelaksanaan pelayanaan informasi dan dokumentasi oleh PPID

Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dilaporkan oleh Sekretaris

PPID Pembantu kepada PPID Utama Provinsi Lampung melalui Ketua PPID Pembantu.



1

PEIAKSANAAN PEIAYANAN INFORMASI PUBTIK PPID PEMBANTU BADAN

PENDAPATAN OAERAH PROVINSI IAMPUNG

A. RIHCIAN PEITKSANAAN

3,. Dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik tahun ?020 Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Lampung telah membentuk susunan personil PPID Pembantu melalui

Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung nomor : 800 /
A26A / V1.03 / 0L / 2019 Tanggal 06 September 2019 tentang Pejabat Pejabat

Pengelola lnformasi dan Dokumentasi {PPID} Pembantu Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Lampung Tahun 20L9.

NO Bulan Nama

Pemohon
Jenis

lnformasi
Proses Pelavanan Waktu

Penyelesaian
Ket

Dikabulk

an

Ditolak

1 JANUARI

2 FEBRI..IABI

3 MARET

4 APRIL

5 MEI

6 JUNI PT. Artha Jati
Trans

lnformasi
tentang

Begistrasi

Wajib
Pungut
PBBKB

V 30 Menit Permintaan
lnformasi

Untuk
Registtrasi ttg
PBBKB secara

darinE Th.2020

7 JULI PT.Cemerlang
Makmur Abadi

Laporan
Tentang ljin

Wajib
Pungut
PBBKB

V 30 Menh P6rmintaan
lnforrnasi ttg

PBBKB Ih.2O2O

I AGUSTUS

I SETTEMBER

10 OKTOBER

1L NOVEMBER Mirha Rizki Laporan
Kendaraan

Hilanp

V 30 menit Di arripkan
Bidang FIP

12 DESEMBER

-)



-)

B. KENDALA YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan layanan keterbukaan informasi yang seluas-luasnya kepada publik

aleh PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provjnsi Lannpung selama tahun 2020

masih mengalami berbagai kendala diantaranya :

1., seperti belum tersedianya tempat atau ruangan khusus untuk desk Layanan

lnformasi FPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

2. Belum ditetapkannya klasifikasi informasi yang dapat dikelola Bidang Pelayanan

lnformasi dan Dokumentasi oleh Ketua PPID Pembantu Badan Pendapatan Daer:ah

Provinsi Lampung.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya meningkatkan kwalitas layanan informasi publik dimasa mendatang, PPID

Pembantu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung akan melaksenakan :

1. Fenyediaan tempat atau ruangan desk layanan informasi, peralatan dan

perlengkapan kerja desk layanan informasi termasuk petugas atau operator

pelaksananya.

2. Menginventarisir dan menetapkan klasifikasi informasi yang akan dikelola Eidang

Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi PPID Pembantu Badan Pendapatan Daerah

Provinsi Lampung.
.)

L0



PENUTUP

Sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerirrtah Daerah Provinsi Lampung, Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada dasaranya tetap komitmen dalam

mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui pencapaian Visi dan Misi

Pemerintah Provinsi Lampung, Pelayanan publik secara rutin tetap dilakukan rnelalui

pelaksanaan TUPOKSI bidang-bldang teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah lingkup

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, Sosialisasi, pembinaan, pendampingan

kelompok masyarakat dan koordinasi ke pusat dan jajaran pemerintahan daerah setiap

tahun dilaksanakan secara rutin.

Minimnya informasi yang diperoleh publik, berdampak terhadap kurangnya keterlibatan

dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan

kegaiatan pembangunan sektor pendapatan.

Badan pendapatan Daerah Provinsi Lampung upaya memaksimalkan layanan informasi

akan melakukan penataan lebih lanjut terkait sarana dan prasarana layanan informasi

publik sehingga kedepan akan lebih dapat memenuhi hak masyarakat atas kebutuhan

infor:'nasi terutsma .iang terkait yang berkaitan dengan pernbangunan sekt+r

pendapatan. Hal ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang baik

dan bersih, transparan dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada

puhlik.
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PEI'iERINTAH PROVINSI LAMPUI{G

BADAN PENDAPATAN DAERAH
xl, Hasanudin No. 45 Telp. 481126'486261 Fax' 48,0772

TELUKBETUilG 35211

KEPUTUSAI{ KEPALA BADA]T PETTIDAPATAH DAERAH PROVIFISI LAt{PUilG

NOMOR : B00loz[a [vI.l3l}Uzalg

TENTANG
PETABAT PENGELOI.A INFORMASI DAN DOKU}IENTASI (PPID) PEMBANTU

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI I.ATTIPUNG
TAHUN 2019

KEPAIA BADAH PENDAPATAN DAERAH PROVINSI I.AMPI'ilG

Menimbang

\,

a. Bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim dan/atau diterima oreh suatu badan publik vandberkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahaan provinsi
Lampung.

b. Bahwa tersedianya informasi publik perlu didukung dokumen yang
lengkap akurat dan fuktr.ral serta media sebagJi saranalayanai
sehingga berdaya guna dan berhasil guna secara 6ptimal.

c. Bahwa untuk mendukung luruf a dan b, perru menunjuk pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (nrtol pembantu BadanPendapatan Daerah provinsi r-amprlg yang'oiteapt<an ddg;;keputusan Kepara badan pendapatan oalrirr piovinsi Lmpung.

,. 
Y1o:nn-undang No 14 Tahun 200g tentang keterbukaan InformasiPublik;

2. undang-undang No 2g Tahun 2009 tentang perayanan pubrik;

I P:j1:g1ylgl!s No 43 rahun z00e tentad Ke#ip-dn;1' unoang-unclang No 23 Tahun 2014 tentang nemlrin'Ahan Daerahsebagaimana terah diubah beberapa rati telaklrir oengan undang__ Undang Nomor 09 Tahun Z01t---'
5' Peraturan Menteri. 

-^l-.-g.t, Fenaayagunaan Aparatur sip, NegaraNomor RER/12ll4.pAN/rsrrahu; 20$ rentang pedoman
umumHubunoan uasvararai ai lingtunl#rroii.itlirerintah;6' Peraturan Da6rah F$;G;ffi; momor 13 rahun z00e tenransorganisasi dan ,Tata. r<"6"--oi"". Daerah provinsi rampungsebagaimana terah diubah 6b;p, kari terakhi, ienjan peraturanDaerah provinsi tampung r,toroi aTuil; ;6il"rr 

uE'te

7' Peraturan Daerah-pi*,1* ra*puns Nomor 15 Tahun 2013 tentang
- Pelayanan Informasi pubtik; 

"'r-"=
8' Keputusan Gubemur tampung Nomor G. 225ffi.oryHq*OL6tentangPejabat pengerora rnrormasi arn' oorrmentasi (ppID) provinsiLampung.

MEMUTUSKAN

Keputusan Kepara.-Badgn. pgn{apatal Daerah provinsi Lampungtentans pejabat pengerora tnrormis oan ooru*"rihri (ppID)Pembantu Badan pendapatan Daerah-provinsi Lampung Tahun 2019.
Pejabat Pengerora Informasi dan Dokumentasi (ppID) pembantu diBadan pendapatan. Daerah p;;r#i Lampung, dengan susunansebagaimana dalam lampiran tuput Jn ini;

Mengingat

Menetapkan

KESATU


